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TENTANG
PENGAWASAN PEMILU/PEMILIHAN PARTISIPATIF, NETRALITAS APARATUR
SIPIL NEGARA (ASN) DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILU/PEMILIHAN
Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di gedung
kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawasiu) Kabupaten Solok, kami yang bertanda tangan

dibawah 1mi :

.  AFRI MEMORI,SE - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok,
berkedudukan di jalan Raya Panyakalan Simpang Pula Koto
Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, bertindak untuk
dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Solok, sclanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. ISRAR. A,SPd . Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I (tiga) Provinsi
NIP : 196606101989031010 Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jalan Lintas Padang-
Solok KM 40 Sukarami, Koto Gaek Guguak, Kecamatan
Gunung Talang Kabupaten Solok, Selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap
berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. PARA PIHAK menerangkan
dengan ini sepakat dan setuju setelah dilakukan Nota Kesepahaman, sclanjutnya dituangkan

dalam Perjanjian Kerja Sama.




Bahwa kedua belah pihak tersebut dalam kedudukan dan tanggung jawab masing-masing.

dengan ini menyatakan persetujuan dan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan

berlandaskan kepada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1
Z.

3.

10.

1.

12.

13.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor | Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penctapan Peratuaran Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor |
Tahun 2015 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor |
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah:

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang,
Organisasi dan Tata Kemja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Sekretariat Bdan Pengawas Pemilihan UJmum Provinsi, dan Sckretariat Bdan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kola,

Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 (entang Pedoman Pembentukan
dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dacrah,

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan
Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana
Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah
Dinas;

Peratuan Badan Pengawas Permlihan Umum Nomor | Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretanat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sckretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kola dan Sekretarial Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk
ngadakan kerja sama dalam rangka Pengawasan Pemilu/ Pemilihan Partisipatif dan




Pemutakhiran Data Pemilih Pengawasan Pemilw Pemilihan dengan menyatakan hal-hal

sebagai berikul .

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Perjanjian Kerja Sama dimaksudkan untuk melakukan penguatan hubungan kelembagaan
PARA PIHAK dalam rangka Pengawasasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif dan
Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu/Pemilihan,
Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi PARA PIHAK dalam
rangka Pengawasasan Pemilw/Pemilihan Partisipatif dan Pemutakhiran Data Pemilih
Pemilu/Pemilihan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1

Pengembangan dan penyebarluasan informasi tentang Pengawasan Pemilihan Umum/
Pemilihan secara partisipatif ;
Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu/Pemilihan;
Sosialisasi Website dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Solok:
Pemanfaatan sarana dan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak sesuai
kesepakatan.

Pasal 3

BENTUK KFRJA SAMA

Kerja sama sebagaimana dimaksud dapat berbentuk -

1.

Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif dalam bentuk upacara bendera di SLTA s¢
K.abupaten Solok;

Bersedia membantu serta menyerahkan data pemilih pemula untuk pemutakhiran data
pemilih Pemilu/Pemilihan;

Ikut serta dalam pelaksanaan pengawasan dan pencengahan serta kesediaan memberikan
informasi dan/atau melaporkan adanya temuan dugaan pelanggaran PemilwPemilihan ke
Bawaslu Kabupaten Solok;

Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati secara bersama-sama.




Pasal 4
PEMBIAYAAN
Biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada
anggaran masing-masing pihak dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh masing-masing pihak
dan/ atau PARA PIHAK sccara bersama-sama.
9. Evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan olch PARA PIHAK sccara bersama-

sama.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun scjak ditanda-tangani
oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kescpakatan PARA PIHAK |

2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri
Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yangbersangkutan wajib memberitahukan maksud
terschut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama 1 (satu) bulan sebelum
berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;

3. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri scbelum
jangka waktunya habis, scbagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran
Perjanjian Kerja Sama im tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang
harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum Perjanjian Kerja
Sama ini.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN
Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati olch
PARA PIHAK, scbagai Perubahan/addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8




MUSYAWARAH MUFAKAT

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka

penyelesaiannya dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.

Pasal 9
PENUTUP
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) naskah ASLI serta bermaterai cukup, yang

masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Ketua Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten Solok,

SECILH AU RUMAY

AFRVMEMORILSE




